BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Sampai saat ini dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara tidak terdapat Pasal yang secara tegas mengatur tentang larangan
ataupun kebolehan hakim untuk memutus ultra petita. Hal ini menjadikan penerapan
asas ultra petita menjadi tidak optimal karena masih terdapat multi interpretasi
mengenai boleh tidaknya diterapkan asas ultra petita dalam Peradilan Tata Usaha

Negara.

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala penerapan asas ultra petita dalam
Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi: 2.1 Kendala yang bersifat teoritis, yaitu
doktrin larangan hakim memutus ultra petita masih begitu melekat pada sebagian
besar ahli dan praktisi hukum; 2.2 Kendala yang bersifat yuridis, yaitu dianutnya
pandangan positivistik, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat Pasal yang secara tegas mengatur tentang
larangan ataupun kebolehan hakim untuk memutus ultra petita; 2.3 Kendala yang
bersifat pelaksanaan / teknis, yaitu masih sangat minim yurisprudensi di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara yang akan digunakan hakim dalam menyelesaikan

sengketa tata usaha negara terkait penerapan asas ultra petita.

3. Langkah- langkah yang dapat diupayakan untuk dapat menerapkan asas ultra petita
sebagai konsekuensi dianutnya asas keaktifan hakim (dominus litis) dalam Peradilan
Tata Usaha Negara meliputi : Adanya pemahaman secara menyeluruh tentang asas

ultra petita sebagai konsekuensi dianutnya asas keaktifan hakim (dominus litis),



penyempurnaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dengan menuangkan kedalam sebuah norma yang diatur dalam sebuah Pasal
dalam undang- undang tersebut yang mengatur tentang penerapan asas ultra petita,

adanya penyamaan konsep tentang ultra petita itu sendiri.

B. Saran

1. Dilakukan sosialisasi dan pendidikan bagi para praktisi terutama hakim di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara agar terdapat pemahaman secara menyeluruh tentang
asas ultra petita sebagai konsekuensi dianutnya asas keaktifan hakim (dominus litis)
pada Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Dilakukannnya penyamaan konsep dan persepsi tentang asas ultra petita oleh
Mahkamah Agung bersama dengan para ahli hukum di bidang hukum tata usaha
negara agar terdapat kesepakatan bahwa penerapan asas ultra petita diperbolehkan dan
terdapat satu persepsi yang sama tentang asas ultra petita.

3. Dilakukan penyempurnaan peraturan perundang- undangan dan melengkapi
yurisprudensi tentang asas ultra petita yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam
menyelesaikan sengketa tata usaha negara untuk menjamin rasa keadilan masyarakat

pencari keadilan (Yustisiabelen).
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